SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan
Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 bulan
September tahun 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,



23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pedoman  Pembentukan  Peraturan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
35);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
935);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 101);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2021

tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Bupati adalah Bupati Magetan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 semula sebesar Rp. 1.898.607.609.875,00 bertambah/
berkurang sebesar Rp.130.135.159.532,00 sehingga menjadi
Rp.2.028.742.769.407,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.811.074.649.989,00

b. Bertambah /(berkurang) (Rp. 16.626.867.110,00)
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.794.447.782.879,00

setelah perubahan

Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.898.607.609.875,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 130.135.159.532,00
Jumlah Belanja Daerah Rp. 2.028.742.769.407,00

setelah perubahan
Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 95.732.959.886,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 149.262.026.642,00
Jumlah Penerimaan Rp. 244.994.986.528,00

Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 8.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp. 10.700.000.000,00
Pembiayaan Daerah setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 234.294.986.528,00

setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00

Anggaran setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 218.916.808.455,00



(1)

2) Bertambah /(berkurang) (Rp. 11.434.092.032,00)
Jumlah Pendapatan Asli Rp. 207.482.716.423,00

Daerah setelah perubahan

Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 1.533.760.641.534,00

2) Bertambah /(berkurang) (Rp. 28.567.584.078,00)
Jumlah Pendapatan Transfer @ Rp. 1.505.193.057.456,00

setelah perubahan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 58.397.200.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 23.374.809.000,00
Jumlah lain-lain Pendapatan  Rp. 81.772.009.000,00

Daerah yang Sah setelah perubahan

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 56.515.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 604.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah  Rp. 55.911.000.000,00
Perubahan

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 28.125.294.500,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.269.570.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah Rp. 24.855.724.500,00

setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 3.390.838.955,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 287.528.836,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 3.678.367.791,00

KekayaanDaerah yang dipisahkan setelah perubahan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
1) Semula Rp. 130.885.675.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 7.848.050.868,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 123.037.624.132,00

Asli Daerah yang sah setelah perubahan



(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari :
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 1.455.438.526.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 30.159.484.076,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Rp. 1.425.279.041.924,00

Pusat setelah perubahan
b. Transfer Antar Daerah
1) Semula Rp. 78.322.115.534,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.591.899.998,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Rp. 79.914.015.532,00

setelah perubahan
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 7.700.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hibah setelah Rp. 7.700.000.000,00
Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Rp. 0,00
perubahan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
1) Semula Rp. 50.697.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.374.809.000,00
Jumlah lain-lain Pendapatan  Rp. 74.072.009.000,00

sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang undangan

setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional



1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja Operasional
Setelah Perubahan

Belanja Modal

Rp.1.428.943.320.719,00
Rp. 48.962.976.260,00

Rp. 1.477.906.296.979,00

1) Semula Rp. 146.719.876.496,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 42.605.882.022,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 189.325.758.518,00
Setelah Perubahan
Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 29.100.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 34.404.319.256,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 63.504.319.256,00
Setelah Perubahan
Belanja Transfer
1) Semula Rp. 293.844.412.660,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 4.161.981.994,00
Jumlah Belanja Transfer Rp. 298.006.394.654,00
setelah Perubahan

Pasal 6

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, terdiri atas:
a. Belanja Pegawai

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa Setelah Perubahan
c. Belanja Bunga

1) Semula

2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Bunga setelah Rp.

Perubahan
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Rp. 917.452.617.508,00

(Rp.  57.223.777.609,00)
Rp. 860.228.839.899,00

Rp. 455.695.619.378,00

Rp.  89.342.662.127,00
Rp. 545.038.281.505,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00
0,00



d. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 15.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Rp. 15.000.000,00
Perubahan

e. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 44.690.083.833,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.839.617.150,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Rp. 64.529.700.983,00

Perubahan

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 11.090.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.995.525.408,00)
Jumlah Belanja Bantuan Rp. 8.094.474.592,00

Sosial Setelah Perubahan
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp. 150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah  Rp. 150.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp. 35.823.478.994,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.607.911.702,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 58.431.390.696,00

PeralatanDan Mesin Setelah Perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp. 58.516.757.302,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.378.068.880,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 69.894.826.182,00

Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1) Semula Rp. 48.528.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.991.400.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Rp. 58.519.800.000,00

Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan
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e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp. 3.701.240.200,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.371.498.560,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Rp. 2.329.741.640,00

Tetap Lainnya Setelah Perubahan
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Rp. 0,00

Tidak Berwujud Setelah Perubahan
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
a. Semula Rp. 29.100.000.000,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 34.404.319.256,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 63.504.319.256,00
Setelah Perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 8.464.030.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 387.357.000,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp. 8.076.673.000,00

Setelah Perubahan

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 285.380.382.660,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.549.338.994.,00
Jumlah Belanja Bantuan Rp. 289.929.721.654,00

Keuangan Setelah Perubahan
Pasal 7
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 95.732.959.886,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 149.262.026.642,00
Jumlah Penerimaan Rp. 244.994.986.528,00

Pembiayaan Setelah Perubahan

12



b.

(1)

Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 8.200.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp. 10.700.000.000,00

Pembiayaan Setelah Perubahan

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp. 95.696.959.886,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 149.262.026.642,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan Rp. 244.958.986.528,00

Anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Rp. 0,00

Cadangan Setelah Perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Rp. 0,00

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Rp. 0,00

Daerah Setelah Perubahan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 36.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali  Rp. 36.000.000,00

Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan
1) Semula Rp. 0,00

13



2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan Rp. 0,00

pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang undangan Setelah Perubahan
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembentukan Dana Rp. 5.000.000.000,00

Cadangan setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 5.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal Rp. 5.700.000.000,00

Daerah Setelah Perubahan
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan Rp. 0,00

pokok Utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman  Rp. 0,00

Daerah Setelah Perubahan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran Rp. 0,00

pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang undangan Setelah Perubahan

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
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dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan ini terdiri dari :

1.

10.

11.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

. Lampiran VI

LampiranVII

Ringkasan Perubahan @ APBD  yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan  APBD  yang
Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Kegiatan pada Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:218-11/2021
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan Bersama.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan
guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat di Kabupaten Magetan selama Tahun 2021.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 114
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